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PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOIVEOR 3TAHUN2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan untuk pencapaian

sasaran pembangunan nasional secara menj^eluruh,

diperlukan suatu Rencana Strategis;

b. bahwa berdasarkan perdmbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Rencana

Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-

2014;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan. ...
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

4. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang

Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI

NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2010-2014

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman

yang wajib dilaksanakan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 2....
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Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

t

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN.

E:\SK.SK\20l1>PerBtui3nRenstra B8N 20-1-n^OC
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 7 Febmari 2011

RENCANA STRATEGIS BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN 2010-2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

A. Pengantar

Pembangunan industri nasional tidak hanya mengandalkan potensi

kekayaan alam sebagai keunggulan komparatif dan hanya

menghasilkan produk-produk intermediate atau setengah jadi seperti

crude palm oil (CPO), crumb rubber, kakao dan bahan galian yang

diekspor dalam volume besar namun bernilai rendah. Banyak negara

yang sumber daya alamnya terbatas seperti Jepang, Belanda, Taiwan,

Korea Selatan bahkan Singapura mampu menguasai perekonomian

internasional karena mampu mencapai keunggulan kompetitif dengan

nilai tambah yang optimal.

Kata kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah

peningkatan daya saing. Menurut the International Competitive Index,

daya saing nasional pada tahun 2008 adalah peringkat 54, masih di

bawah negara-negara tetangga Thailand, Malaysia bahkan Singapura

yang mencapai peringkat 3 dunia. Kondisi ini lebih disebabkan masih

E:\SK-&K\2011>Persluran Renstra eSN 20-1-11.doc
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lemahnya dukungan sektor infrastruktur, teknologi, produktivitas

dan kualitas produk di samping iklim usaha, kepastian hukum, serta

sistem birokrasi yang belum sepenuhnya kondusif.

Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia melalui

forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), APEC

dan AFTA ASEAN gerak perdagangan semakin dinamis dan cepat.

Kondisi persaingan dunia akan semakin ketat akibat terjadinya krisis

finansial dunia dan krisis pemanasan global. Liberalisasi

perdagangan dunia telah ditindaklanjuti dengan berbagai

kesepakatan antar negara berupa perdagangan bebas hambatan atau

free trade agreement (FTA) balk bilateral maupun multilateral seperti

Indonesia dengan Jepang, India dan Pakistan, ASEAN-China,

Australia, Kanada dan USA. FTA tersebut secara bertahap mulai

diberlakukan dimana lebih dari 80% produk industri nasional tidak

boleh dilindungi lagi oleh tarif bea masuk (BM) lebih dari 5%.

Mengacu pada kondisi tersebut, optimalisasi pemanfaatan instrumen

non tarif, yaitu penggunaan standar sebagai persyaratan dalam

transaksi perdagangan menjadi salah satu langkah yang paling

strategis untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas tersebut.

Di sisi lain, pembangunan industri manufaktur yang berdaya saing

tinggi merupakan prasyarat guna menghadapi tantangan globalisasi

dan sekaligus mencapai target-target pembangunan ekonomi

nasional. Selain unsur pendukung seperti infrastruktur dan

kenyamanan investasi, daya saing industri manufaktur hams

memperhatikan paling tidak 3 faktor penting yaitu efisiensi,

produktivitas dan mutu/keamanan produk. Dalam hal ini efisiensi

dan produktivitas merupakan komponen sistem manajemen mutu

yang perlu terns diimplementasikan pada proses produksi, sementara

mutu/keamanan produk ditentukan oleh persyaratan yang ada



Bsiy)
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sebaiknya harmonis

dengan standar internasional.

B. Standardisasi

Standar merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan

pelaku pasar sebagai penggerak utama ekonomi. Para pelaku pasar

^5^ memerlukan standar sebagai acuan baku untuk perencanaan

produk, pelaksanaan produksi, serta transaksi baik dengan pengguna

produk atau dengan pemasok input produksi. Standar adalah

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara

dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang

terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,

keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman,

perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan pengertian

^  tersebut, standardisasi dapat diartikan sebagai proses merumuskan,

menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan

secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Standar yang

berlaku secara nasional di Indonesia adalah Standar Nasional

Indonesia (SNI).

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan salah satu Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan koordinasi

Kementerian Riset dan Teknologi dengan tugas pokok

mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional. BSN

dibentuk melalui Keppres No. 13 tahun 1997, yang kemudian

disempurnakan kembali melalui Keppres No. 166 tahun 2000 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
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Tata Kerja LPNK, dan yang terakhir diubah lagi dengan Keppres 103

tahun 2001. Disamping mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang dimuat dalam Keputusan Presiden tersebut, BSN

melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi nasional

yang merupakan tugas pokoknya berdasar Peraturan Pemerintah

Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Pengembangan SNI dilakukan melalui sistem yang (1) terbuka dan

non-diskriminatif agar semua pemangku kepentingan dapat

berpartisipasi tanpa perbedaan melalui kelembagaan perumusan

yang ada, (2) transparan agar semua pihak dapat mengikuti

perkembangan perumusan SNI, (3) konsensus dan tidak memihak

{impartial) agar semua pihak dapat menyampaikan kepentingannya,

(4) efektif dan sesuai kebutuhan, koheren dan berdimensi

pembangunan. Oleh karena itu, sistem tersebut hams dapat

memfasilitasi pelaksanaan 4 tahap proses pengembangan SNI, yaitu

perencanaan, perumusan, publikasi dan pemeliharaan SNI.

Agar tidak menghambat persaingan dan inovasi, penerapan SNI pada

umumnya bersifat voluntary. Namun untuk keperluan tertentu,

terkait kesehatan, keamanan, keselamatam dan lingkungan, SNI

dapat diadopsi pemerintah kedalam dasar regulasi teknis yang

selanjutnya menjadi wajib dipenuhi oleh para pelaku usaha, balk

produsen atau pihak lain yang memasok produk ke pasar.

Untuk membuktikan bahwa standar sudah diterapkan oleh para

pelaku usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan, diperlukan

mekanisme penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian berfungsi

menyediakan jaminan pengakuan agar pasar dapat membedakan

pihak atau produk yang telah menerapkan SNI. Dengan diferensiasi


